PUTUSAN
Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempatdan tanggallahir Bojonegorol3 Agustus 1991,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Bakso,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediamandi, KabupatenBojonegoro,Provinsi Jawa
Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Blora, 14 Juni 1998, agama Islam,
pekerjaanlbu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di,
Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Januari 2024
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor
159/Pdt.G/2024/PA.Bjntanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalilpada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal
25 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437
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Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malo,
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah
Nomor : 70/17/111/2016, tanggal 28 Maret 2016;
Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon
berstatus perawan;
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempattinggal
semulah di rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun 2 bulan;
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun
dan harmonisdan keduanyatelah berhubunganbadan sebagaimana
layaknya suami istri;
Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan
Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Azka Afrian, laki-
laki, umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua
Pemohon, sebalinya Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua
Termohon karena harus mengurus orang tua Pemohon;
Bahwa puncak keretakanhubunganrumah tangga Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023 yang akibatnya
Termohon pergi meninggalkan tempat kediamanorang tua Pemohon ke
rumah orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon
telah berpisahtempattinggal yang hingga saat ini telah berlangsung
selama 9 bulan;
Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih
tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan
Termohon, namun tidak berhasil;
Bahwa dengan kejadian tersebutrumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
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dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk
menyelesaikanpermasalahanPemohon dengan Termohon karena

sering terjadi perselisihandan pertengkaranyang sudah tidak ada

harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkanalasan/dalil-dalili atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksadan
mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Bojonegoro;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukanPemohon hadir
dipersidangansedang Termohon tidak hadir meskipunia telah dipanggil
secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya,
juga tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut karena alasan yang sah

menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaiantidak dapat dilakukankarena
ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam
setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun
kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
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Bahwa kemudian dibacakan surat permohonanPemohon dalam
persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan

oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka
Termohon tidak dapat didengarketerangandan jawabannyaatas isi dan
maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun
suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan
hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib
pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di
persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Santosa, dengan NIK
3522171804910001, tanggal 25 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh
PemerintahProvinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 70/17/11/2016, tanggal 28
Maret 2016, yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-
masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Bakso, bertempat
tinggal di, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bas

Bakso Pemohon;
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Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Azka Afrian, laki-laki, umur
3 tahun, dimana saat ini anak tersebut sekarang berada dalam asuhan

Termohon;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukunn dan
harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat
dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua
Pemohon, begotu pula sebaliknya Pemohon juga tidak mau tinggal di

rumah orang tua Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 9 bulan, serta tidak ada saling komunikasi;

Bahwa saksi sebagai Bos Bakso Pemohon telah berusaha merukunkan
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah
tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi Il, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Proyek, bertempat
tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
saudara kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Azka Afrian, laki-laki, umur

3 tahun, dimana anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukunn dan
harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat
dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua
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Pemohon, begotu pula sebaliknya Pemohon juga tidak mau tinggal di
rumah orang tua Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 9 bulan, serta tidak ada saling komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon telah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi
sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnyaPemohon memberikankesimpulanyang pada
pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnyauntuk mempersingkatiraian putusanini, maka
ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkantelah menikah dengan
Termohon pada tanggal tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana tercantum pada
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/17/111/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malo, Kabupaten
Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan perkawinan tersebut hingga saat ini
belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing
untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut
untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak
hadir dan tidak menyuruhorang lain untuk hadir sebagai kuasa yang
mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan
dalam Pasal 130 HIR. junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal
7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa
rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon
dan menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain.
Penggugat sudah menjelaskanbahwa hal tersebut tidak benar, tetapi
Termohon tidak percaya hingga marah-marahdan pernah melakukan
kekerasan fisik terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap
di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,
dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak
ingin mempertahankarkepentingandan hak-hak keperdataannyamaka
berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek),hal ini sesuai pula dengan
pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 149 yang
berbunyi sebagai berikut;

agle pSall Al 5 5 go ol flaw o383 5l 4y )5 s lisa) i )

Artinya: “Apabila(Termohon) berhalanganhadir karena bersembunyiatau
enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa
bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini
diperiksadan diputustanpa hadirnyaTermohon (verstek),namun alasan-
alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkandalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang
saksi, masing-masingbernama : Maryanto bin Sukarmo (Bos Bakso
Pemohon) dan Suliyanto bin Lasirin (saudara kandung Pemohon);
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Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Pemonon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah
bermeteraicukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut
merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan
mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di
persidangan,maka perkara ini menjadi kewenanganPengadilan Agama
Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur,
telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah
oleh Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyainilai pembuktian
sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Pemohon dengan
Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang,bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon
tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihandan pertengkaransaat ini antara
keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, dan sejak
itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas,
didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan
keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi
tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal
170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil
maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkanketerangandan bukti-buktiyang
diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
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& Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
sah, dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama : Azka Afrian,
laki-laki, umur 3 tahun, dimana anak tersebut sekarang berada dalam
asuhan Termohon;

& Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi,
diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak
mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, begotu pula sebaliknya
Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;

& Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi
pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang
berlangsung selama kurang lebih 9 bulan;

& Bahwa selama pisah tempat btinggal tersebut, Pemohon dan Termohon
tidak pernah saling berkomunikasi;

& Bahwa Pemohon didalam persidanganmenunjukkansikap sungguh-
sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

& Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan
Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar
diberi izin untuk menjatuhkantalak satu raj'i terhadap Termohon, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan
rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan
rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai
suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut,
terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakanhak dan
kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah
gagal membentukkeluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia
sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:

- Hadits Nabi Muhammad SAW:
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PU LT
Artinya: “Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh
membuat penderitaan bagi orang lain”
-Al Qur’an surat Al Bagarah 229 yang berbunyi:

dll_‘..g:—l_‘ ,I:"J-d-m-l: _f'.-l a_g_:'u.m'-.' Hloels J'l:u.d j}ll.:rz!l

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk
dengan cara yang ma’'ruf atau cerai dengan cara yang baik*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:
534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum
bahwa dalam perceraiayang perlu dilihat adalgrerkawinan itu sendiri,
apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan
siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga
tersebut;

Menimbang,bahwa berdasarkanpertimbangan-pertimbanganquo,
maka Majelis Hakim berpendapatbahwa perceraianbagi Pemohon dan
Termohon adalah merupakanjalan yang lebih baik dari pada tetap
mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah
apabila tetap dipertahankan,maka akan lebih banyak menimbulkan
penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah
memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,
maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena
dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum,
maka petitumangka 2 permohonanPemohon dapat dikabulkandengan
verstek;
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Tentang Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Di Pengadilan huruf (B) poin 5 yang menentukan bahwa Pengadilan Agama
secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila
secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan
saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Azka Afrian,

laki-laki, umur 3 tahun, dimana saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak dari hasil
perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang bernama : Azka Afrian, laki-
laki, umur 3 tahun tersebut berada dalam asuhan Termohon, maka
berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo.
pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan
Pasal 105 huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i
dalam Kitab Al Muhadzdzab juz Il halaman 177 yang berbunyi :

)l_g.l_.) 086 o [y &J.: [Ye W
Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.
Maka Pemohon wajib memberi nafkah kepada kedua anaknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim karena jabatanrdem dengan memperhatikan
kesanggupandan kemampuanPemohon yang bekerja sebagai Karyawan
Warung Bakso, serta memperhatikan kepatutan dan kelayakan serta standar
hidup minimal serta demi kepentingan dari anak tersebut, maka ditetapkan
nafkah 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinanantara Pemohon dan
Termohon yang bernama : Azka Afrian, laki-laki, umur 3 tahun, yang harus
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dibayar Pemohon adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap
bulan, berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut
dewasa (berumur 21 tahun) dan dibayarkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak setiap tahun adalah
berbandinglurus dengan perkembangandan pertumbuhannyaehingga
dengan memperhatikan laju inflasi dan fluktuasi nilai rupiah, maka dirasa adil
manakala nafkah anak yang telah ditetapkandiatas ditambahkenaikan
sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah:

Menimbang, bahwa Termohon telah tamkin kepada Pemohon dan tidak
terbukti bahwa Termohomembangkandnusyuz)kepada Pemohon, oleh
karenanyadengan dikabulkannygermohonanikrar talak Pemohon maka
Pemohon harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang yang menjadi hak-hak
Termohon, antara lain tentang nafkah iddah dan mut’ah;

Menimbang,bahwa oleh karena perceraiandalam perkaraini atas
kehendak suami dalam hal ini Pemohon dan apapun yang menjadi penyebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah
nyata, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya menghukum kepada Pemohon
untuk memberinafkah iddah Termohon sesuai dengan kesanggupandan
pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan Warung Bakso, maka Majelis Hakim
menetapkan untuk nafkah Iddah selama 3 bulan yang harus dibayar Pemohon,
sebesar 3 X Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat dalil syar'i
dalam Kitab Al Igna' juz IV halaman 46 yang diambil sebagai pendapat majelis
hakim sendiri, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor : 159/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak
mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Meimbang,bahwa Pemohon sebagai mantansuami wajib memberi
mut'ah (tali asih / Kenang-kenangan) yang layak kepada Termohon sebagai
mantan isteri, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi
Hukum Islam Majelis Hakim karena jabatannya menghukum kepada Pemohon
untuk memberi mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan dan
kesanggupan Pemohon, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam
surat Al Bagarah 241 yang berbunyi :

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban
bagi orang-orang yang taqwa “;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat
menghiburdan mengurangikepedihan hati bekas isteri sejalan dengan
pendapat Dr. Wahbah Az -Zuhaili dalam kitabnya Figh Al-Islami Wa-adillatuhu juz
VIl halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai
berikut :

W Nuigiode 936 gl laig Mo, 15Nogizins Yo, leg o pMila,
Ly peSdd Yoo

Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi

Artinya : ‘
kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan
keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika
bukan talak bain Kubro”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan dan pekerjaan
Pemohon sebagai Karyawan Warung Bakso, serta kelayakan dan berdasarkan
pula atas lamanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon selama kurang
lebih 7 tahun (yaitu sejak 25 Maret 2016) dan dengan memperhatikan kondisi
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sosial ekonomi, rasa keadilan, maka besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh
Pemohon adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-
hak perempuanpasca perceraian, maka pembayarankewajiban akibat
perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar
sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian
hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis
Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon
sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah lddah dan Mut’ah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-UndangNo. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankankepada
Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan
yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Bojonegoro;

4. MenghukumPemohon (Pemohon) untuk membayarkepada Termohon
(Termohon) berupa :
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4.1. Nafkah 1 (satu) orang anak dari Pemohon dan Termohon yang

bernama : Azka Afrian, laki-laki, umur 3 tahun, sebesar Rp. 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10 %

setiap tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

sampai dengan anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar 3 X Rp. 500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah) = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.3. Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
yang harus dibayar secara tunai dan seketika sesaat sebelum Pemohon
mengucapkan ikrar talak;

5. Membebankankepada Pemohon untuk membayarbiaya perkarayang
hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat
puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskandalam rapat permusyawaratarMajelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy
Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.l. serta
Drs. Aunur Rofig, M.H. masing-masingebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin
tanggal 22 Januari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445
Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I. Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H.

Hakim Anggota II,

Ttd.
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Drs. Aunur Rofig, M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd.
Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Rp 30.000,- Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses Rp 100.000,- Panitera
Panggilan Rp 575.000,- Pengadilan Agama Bojonegoro

PNBP Panggilan Rp  20.000,-
Penyumpahan Rp 100.000,-

Redaksi Rp 10.000,-
Meterai Rp 10.000,-
Jumlah Rp 845.000,- Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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